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KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 

DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  30  TAHUN 2022 

TENTANG 

PENETAPAN SUMBER DAN JENIS DATA DALAM UPAYA PERCEPATAN 

PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM  

 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN 

KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penghapusan 

kemiskinan ekstrem telah dikeluarkan Instruksi 

Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan 

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 

  b. bahwa percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 

dilaksanakan melalui 3 (tiga) strategi kebijakan yang 

meliputi pengurangan beban pengeluaran 

masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, 

dan penurunan jumlah kantong kemiskinan melalui 

keterpaduan, konvergensi dan sinergi program, serta 

kerja sama antar kementerian/lembaga maupun 

pemerintah daerah, pemerintah desa, pemangku 

kepentingan; 

  c. bahwa strategi kebijakan sebagaimana dimaksud 

pada huruf b perlu dilaksanakan secara tepat sasaran 

dan difokuskan pada lokasi prioritas percepatan 

penghapusan kemiskinan ekstrem untuk 

mempercepat pencapaian target penghapusan 

kemiskinan ekstrem tahun 2024; 

 

 

d. bahwa ... 
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  d. bahwa untuk memastikan ketepatan sasaran 

diperlukan penetapan kebijakan sumber dan jenis 

data yang digunakan dalam implementasi program 

percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang 

memiliki informasi tingkat kesejahteraan dan 

keterhubungan dengan data penerima program yang 

sudah ada; 

  e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf 

d perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator 

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data dalam 

Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan 

Ekstrem; 

    

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5475); 

  2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 

Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5080); 

  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

 

5. Peraturan ... 
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  5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 

Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi 

Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5614); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang 

Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui 

Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 157); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6267); 

  8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan  

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199); 

  9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang 

Organisasi Kementerian Lembaga (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); 

  10. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60); 

 

 

 

 

 

11. Peraturan … 
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  11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Koordinator  Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 700) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 

Tahun  2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator  

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

441); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG 

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG 

PENETAPAN SUMBER DAN JENIS DATA DALAM UPAYA 

PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM. 

KESATU : Menetapkan sumber dan jenis data yang digunakan dalam 

implementasi program percepatan penghapusan 

kemiskinan ekstrem. 

KEDUA : Sumber data sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU 

adalah Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana beserta pemutakhirannya yang telah 

diperingkat berdasarkan informasi  kesejahteraan; 

KETIGA : Jenis data sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU 

adalah rincian informasi keluarga dan individu/jiwa dengan 

nama dan alamat (by name by address). 

KEEMPAT  :  Sumber dan jenis data sebagaimana dimaksud pada diktum 

KEDUA dan KETIGA disebut sebagai Data Pensasaran 

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang 

selanjutnya disingkat Data P3KE. 

 

KELIMA : … 
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KELIMA : Data P3KE sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT 

digunakan sebagai sumber data untuk mempertajam 

pensasaran program percepatan penghapusan kemiskinan 

ekstrem. 

KEENAM : Data P3KE dapat dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga, 

pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah 

kabupaten/kota, pemerintah desa dan pemangku 

kepentingan lainnya dalam rangka percepatan 

penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

KETUJUH : Seluruh pihak yang memanfaatkan Data P3KE wajib 

melaporkan hasil pemanfaatan data secara tertulis kepada 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan. 

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 21 Juli 2022 

   

 MENTERI KOORDINATOR  

 BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 

DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

  

 ttd. 

 

MUHADJIR EFFENDY 

 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi, 

 

 

Sorni Paskah Daeli 

 

 


